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TENTANG ¢
FENDMRIAN FAUD HIDAYATL

Menimhang :

1, Bahwa Pendidikan Luar Sekolah merupakan bagian dan system Pendidikan Masional

2. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dind (PATIDY) Moo Formel memiliki langeeng jawab
dalam ikut 22ria mencardaskan Doanpesa dan meningkatkan taral hidup masyarakat

3. Bahwa Pendirian PAUD IHidavah perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan kelua
Yayesan WNurl Falah Maribaya

Mearineal -

Undang-undang Mo.20Tahun 2003 tentang Sistem Mendidikan MNasional,
Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tenrang Pendidikan Luar Sckolah
Undang-undange Mo, 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan
Undang-undang Mo.22 Tahun 1999 rentang pemerintah Dacrah

Angparan Dasar dan Anggaran Rumah Tangea PAUD Hidavah

o

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama ; Memberikon Pengesahan Akta Pondinan PAUTD Hidayah
Berkedudukan di Kampung Cijapuh BT 00101 ] Desa Warpsjaya Kecamatan
Cipudep Kabupaten Hogor.

kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanpgal ditetapkan,

Ditetapken di : Bogor
Pada Tanggal @10 Apustus 2020
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== PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
Lo KECAMATAN CIGUDEG

T — Jalan Raya Jasinga Km 36 Tlp. (0251) 8682011 - Clgudeg 16680

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
Momar :421.1/ & /Kpts/ IPAUDNF/Kec Cgd/2021

Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG
PEMBERIAN |1ZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PALUD) NON FORMAL

BLUPATI BOGOR

Menimbang - a Bahwa kelangsungan hidup, perlindungan dan perkembangan akhlaq
sebagai insan yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa selalu berpedoman kepada UUD 1945 dan Pancasila, atas dasar
lersabut maka diperlukan upaya dalam meningkatkan kualiias hidup
dengan dilaksanakan kegialan bidang pendidikan;
b. Bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Keputusan Camal tenlang pemberian izin
Penyalenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD} Nan Formail.

Mengingat 1. Undang — undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pembetukan Daerah —
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat,

2. Undang - undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistern Pendidikar
Naslonal (Lembaran Megara Republik Indonesia nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4301)

3. Undang — undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daarah
(Lembaran Megara Republik Indonesia  Tahhun 2014  tentang
Pemerniahan Deerah {Lembaran Negara Republik InConesia Tahun
2014 MNomor 244, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Momor 5587) sebagaimana telah beberapa kali berubah, terakhir
dengan Undang — undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan
kedua alas Undang — wundang nomor 23 fahun 2014 wnlang
Pemarintashan Daerah (Lembaran Negara Republk Inconesia Tahun
2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4 Peraluran Pemerintah Nomeor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraluran Pemerintah Nomeor 68 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraluran Pemerintah Nomer 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 42, Lembaran Negare Republik Indonesia Nomor
5157);

5 Peraluran Pemerintah Nomer 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
{Lembaran Negarae Republik Indonesia Tahun 2016 Momor 14 tambahan

Kelembagaan Megara Rl Momor 588T);
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Memperhatik
an

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

€. Peraturan Pemenntah Nomar 17 Tahun 2013 tentang Kecamatan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomopr 40);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun
2014 tenlang Pendinan Satuan Pendidikan Anak Usia Ding;

8. Peraluran Daerah Ksbupaten Bogor Momor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kecamatan {Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2003 Nomar 127, Tambahan Lembaran Daerah Kebupaten
Bogor Nomor 8);

2. Feraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 Tentang
Rencana Tala Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2003-2025
{Lembaran Caerah Kaebupaten Bogor Tahun 2008 Nomar 33);

10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Perzinan dan MNon Penzinan
kepada Kecamatan {Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018
Momaor ¥

11. Peraturan Bupati Bogor Momor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok
dan Fungsi Kecamalan:

12. Peraturan Bupati Bogor Nemaor 7 Tahun 2017 lentsng Perubahan
Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan
Perizinan dan Non Perzinan Kepada Camat  (Berta Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);

13, Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Gara
Pembentukan Produk Hukum Dasrah.

1. Benta Acara Pembahasan Nomor 421.1/ AIF2021 Tanggal
Dua Puluh Lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu.

2 Surat Permohonan lzin  Operasional dan  Penyelenggara
Pendidikan PAUD HIDAYAH tanggal Oktober 2021 MNomor
002/PALD HIDAYAHI032021 Perihal Permohonan ljin Pandirian.

MEMUTUSKAN

Memberikan lzin Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD - PALUD HIDAYAH
Jenis PAUD : KOBER

Alamat PAUD : Kp. Cijapun Rt.001/011
Desa . Wargajaya
Kecamatan . Cigudeq

Kabupatan Bogor

Apabila PAUD Mon Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Hitu sudah lidak lagi menyelanggarakan kegiatan dan/atau lidak layak
berdazarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan
izin ini berdasarkan kelentuan peraluran perundang — undangan;
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